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TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

A. Latar Belakang

Pengelolaan kinerja pegawai bagi Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk
memperjelas peran, hasil, dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan dan sasaran
kinerja organisasi. Harapannya pengelolaan kinerja pegawai bertujuan memberikan
motivasi kepada pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja lebih optimal dengan
memaksimalkan kompetensi, keahlian, dan/atau ketrampilan sehingga hasil
pengelolaan kinerja pegawai dapat digunakan dalam penentuan tindak lanjut hasil
evaluasi kinerja pegawai secara tepat.

'B. Maksud dan Tujuan
Sebagai pedoman dalam pengelolaan kinerja untuk memperjelas peran, hasil, dan
tanggung jawab dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi. Selain itu,
memberikan motivasi kepada Pegawai untuk meningkatkan kinerja lebih optimal
melalui penyusunan penilaian kinerja pegawai ASN dan penilaian multirating perilaku
360° Tahun 2025 di Pemerintah Kota Surakarta.

C. Ruang Lingkup
1. Penilaian kinerja pegawai (SKP) melalui aplikasi e — Kinerja BKN;
2. Penilaian e — perilaku 360° melalui Portal Pegawai.

D. Dasar
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;



3.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja
Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur
Sipil Negara.
E. Isi Edaran

Menindaklanjuti dasar hukum tersebut diatas, guna meningkatkan kualitas

dan kapasitas pegawai dengan memperkuat peran pimpinan dalam pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi, maka penyusunan dokumen penilaian kinerja
pegawai dilakukan melalui aplikasi e — Kinerja BKN serta penilaian e — perilaku 360°
menggunakan Portal Pegawai.

Penilaian kinerja pegawai menggunakan aplikasi e — Kinerja BKN dengan

tahapan sebagai berikut :

1

Perencanaan Kinerja
Penyusunan SKP dilakukan melalui Dialog Kinerja antara Pimpinan dan Pegawai
untuk menetapkan rencana SKP dan klarifikasi ekspektasi, serta menentukan
a. Rencana Hasil Kerja (RHK) dan Perilaku Kerja yang diharapkan
Rencana Hasil Kerja yang akan dihasilkan pegawai serta ukuran keberhasilan
kinerja (kuantitas, kualitas, dan waktu) serta target. Perilaku kerja yang
diwujudkan dalam nilai ASN meliputi aspek Orientasi Pelayanan, Komitmen,
Inisiatif Kerja, Kerja Sama dan Kepemimpinan serta Pimpinan dapat
menetapkan Ekspektasi Khusus
b. Dukungan Sumber Daya
Dukungan yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja pegawai meliputi
sumber daya manusia, anggaran, peralatan kerja, pendampingan pimpinan,
serta sarana prasarana.
c. Skema Pertanggungjawaban
Jadwal pelaporan perkembangan setiap rencana kinerja pegawai.
d. Konsekuensi
Kesepakatan mengenai konsekuensi positif dan/atau konsekuensi negatif
ketika memenuhi atau tidak memenuhi ekspektasi pimpinan.

Setelah Rencana Hasil Kerja disusun, maka rencana Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP) ditandatangani dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja.

Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pembinaan Kinerja Pegawai
a. Pegawai melaksanakan rencana kinerja dan didokumentasikan secara
periodik. Pemerintah Kota Surakarta menerapkan pendokumentasian kinerja
secara bulanan dan tahunan.
b. Pimpinan wajib melakukan pemantauan kinerja dan memberikan Umpan Balik
Berkelanjutan (Feedback) berdasarkan realisasi dan bukti dukung.



c. Berdasarkan hasil Umpan Balik Berkelanjutan (Feedback) dapat diketahui ada
atau tidaknya kemajuan kinerja pegawai, sehingga apabila tidak ada
kemajuan kinerja maka Pimpinan dapat :

1) Menyesuaikan Ekspektasi
2) Menyesuaikan Dukungan Sumber Daya
3) Mengusulkan Pembinaan Kinerja

d. Pembinaan Kinerja dilakukan apabila Pegawai tidak menunjukan kemajuan
kinerja, melalui :

1) Bimbingan Kinerja

Adalah proses yang dilakukan Pimpinan untuk mengetahui dan

mengembangkan kompetensi pegawai serta mencegah kegagalan kinerja,

antara lain melalui :

- Coaching, yakni Pimpinan memberikan penugasan khusus pada
pegawai untuk mendapatkan strategi atau solusi dengan menggali
kemampuan pegawai

- Mentoring, yakni berbagi pengetahuan dan pengalaman Pimpinan yang
diberikan pengugasan khusus yang berpengalaman pada sebuah
bidang yang ingin dipelajari pegawai.

2) Konseling Kinerja

Adalah proses identifikasi dan penyelesaian masalah perilaku kerja yang

dihadapi pegawai dalam memenuhi Ekepektasi Pimpinan.

3. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai

Dalam rangka pengelolaan penilaian kinerja pegawai, Pejabat Penilai Kinerja
memberikan penilaian dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik
bulanan dan tahunan melalui aplikasi e — Kinerja BKN. Pejabat Penilai Kinerja
adalah Atasan Langsung pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat
pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Pejabat
yang diberi pendelegasian kewenangan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau
Pelaksana Harian (Plh.) memiliki kewenangan menetapkan rencana hasil kerja
pegawai, memberikan umpan balik berkelanjutan (feedback) serta melakukan
evaluasi kinerja pada pegawai. Berikut ini adalah ketentuan batas akhir penilaian
SKP periodik bulanan dan tahunan 2025 :

Penilaian SKP Tahun 2025 melalui e — Kinerja BKN

NO PERIODE PENILAIAN SKP BATAS AKHIR PENILAIAN
1 | Januari 15 Februari 2025
2 | Februari 15 Maret 2025
3 | Maret 15 April 2025
4 | April 15 Mei 2025
5 | Mei 15 Juni 2025
6 | Juni 15 Juli 2025
7 | Juli 15 Agustus 2025
8 | Agustus 15 September 2025
9 | September 15 Oktober 2025




NO PERIODE PENILAIAN SKP BATAS AKHIR PENILAIAN
10 | Oktober 15 November 2025

11 | November 15 Desember 2025

12 | Desember 15 Januari 2026

13 | Tahunan 2025 15 Januari 2026

Pejabat Penilai Kinerja atau Atasan Langsung menetapkan Predikat Kinerja
Pegawai atau memberikan penilaian dan evaluasi dengan mempertimbangkan
kontribusi pegawai. Pejabat Penilai Kinerja melihat realisasi kinerja dan
mempertimbangkan seluruh umpan balik serta bukti dukung yang relevan,
kemudian menetapkan rating hasil kerja dan perilaku kerja pegawai. Berikut
adalah panduan penilaian yang digunakan dalam evaluasi kinerja pegawai :

a. Diatas Ekspektasi

Hasil Kerja Pegawai

Apabila sebagian besar atau seluruh hasil kerja Diatas Ekspektasi dan
tidak ada hasil kerja utama yang dibawah ekspektasi serta umpan balik
(feedback) yang diberikan menunjukkan respon positif.

Perilaku Kerja Pegawai

Apabila pegawai secara konsisten menjalankan nilai dasar (core values)
ASN untuk diri sendiri dan orang lain

b. Sesuai Ekspektasi

Hasil Kerja Pegawai

Apabila sebagian besar atau seluruh hasil kerja Sesuai Ekspektasi dan
hanya sebagian kecil hasil kerja utama yang dibawah ekspektasi serta
umpan balik (feedback) yang diberikan menunjukkan respon positif.
Perilaku Kerja Pegawai

Apabila pegawai secara konsisten menjalankan nilai dasar (core values)
ASN untuk diri sendiri

c. Dibawah Ekspektasi

Hasil Kerja Pegawai

Apabila sebagian besar atau seluruh hasil kerja Dibawah Ekspektasi
serta seluruh umpan balik (feedback) yang diberikan tidak menunjukkan
respon positif.

Perilaku Kerja Pegawai

Apabila pegawai belum secara konsisten menjalankan nilai dasar (core
values) ASN

4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai
Dokumen evaluasi kinerja periodik dan tahunan pegawai ditandatangani oleh
Pejabat Penilai Kinerja. Pegawai dapat mengajukan keberatan atas penilaian
yang diberikan oleh Pimpinan atau Pejabat Penilai Kinerja paling lama 14 hari
sejak dilakukan penilaian melalui aplikasi e — Kinerja BKN.



Hasil evaluasi kinerja pegawai digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan
(reward) melalui manajemen talenta serta digunakan sebagai dasar Tambahan
Penghasilan Pegawai unsur produktivitas.

Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah dilakukan melalui Platform
Merdeka Mengajar (PMM) yang terintegrasi dengan e — Kinerja BKN. Tujuan penggunaan
PMM yakni sebagai alat bantu yang memudahkan guru dalam menentukan sasaran
kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan serta
pengembangan karir, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran murid.
Tahapan pengelolaan kinerja bagi guru terdiri dari :

a. Perencanaan
b. Pelaksanaan
C. Penilaian

Disamping penilaian kinerja aplikasi BKN, guna mewujudkan penilaian yang
obyektif setiap pegawai ASN di Pemerintah Kota Surakarta wajib melakukan penilaian
perilaku 360° melalui Portal Pegawai dengan ketentuan :

1. Setiap ASN melakukan penilaian perilaku kerja secara multirating 360° kepada

Atasan Langsung, Rekan Kerja Setingkat dan Bawahan melalui Portal Pegawai.

2. ASN wajib mencermati setiap pertanyaan dan memberikan penilaian obyektif
kepada ASN yang dinilai. Penilaian harus dilakukan pada setiap aspek pertanyaan
supaya tidak merugikan pihak yang dinilai. Rekan kerja yang telah dipilih waijib
dilakukan penilaian sampai selesai.

3. Evaluasi perilaku kerja dapat dilakukan penilaian dengan ketentuan batas waktu
sebagai berikut :

Penilaian e - Perilaku 360° Tahun 2025 melalui Portal Pegawai

NO PERIODE PENILAIAN WAKTU PENILAIAN
MULAI AKHIR
1 | Januari s/d Juni 2025 20 Juni 2025 10 Juli 2025
2 | Juli s/d Desember 2025 20 Desember 2025 | 10 Januari 2026
F. Penutup

Demikian disampaikan untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal zo Januact 203%

a.n. WALI KOTA SURAKARTA




